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BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 25

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa memperhatikan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupeten Kutai Timur, Perangkat Daerah di Lingkungan
Kabupaten Kutai Timur wajib menerapkan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah yang meliputi unsur Penilaian Resiko;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib

melakukan penilaian risiko;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

Pemerintah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa memperhatikan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupeten Kutai Timur, Perangkat Daerah di Lingkungan
Kabupaten Kutai Timur wajib menerapkan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah yang meliputi unsur Penilaian Resiko;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib

melakukan penilaian risiko;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

Pemerintah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang — Undang
Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2007 Nomor 03};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN
BARANG /JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Kutai Timur.

Perangkat Daerah yang selanjuinya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah/Institusi, yang selanjutnya
disingkat K/L/D/1 adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

Bagian Pengadaan Barang Jasa yang selanjutnya disingkat BPBJ adalah
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
yang berfungsi untuk melaksanakan tugas menyusun, pengorganisasian,
penyusunan kebijakan daerah, pengorganisasian tugas perangkat daerah,
pemantauan dan evaulasi kebijakan pemerintah daerah, pelayanan
administrasi dan pembinaan SDM di bidang Pengadaan Barang / Jasa.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan
tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan
Barang/Jasa.
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang
Kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang secara umum disingkat PPK selanjutnya
disingkat PPK dalam peraturan Bupati ini adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, dan merupakan entitas
berbeda dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan PD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD dan merupakan entitas berbeda dari PPK.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
Pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutmya disingkat UKPBJ adalah
unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan
Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau
melekat pada unit yang sudah ada.

Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya
disebut UKPBJ Daerah adalah Unit Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Timur yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa
di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang bersifat permanen melekat pada
Sub-Unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang membidangi
urusan perencanaan pembinaan dan evaluasi penyelesaian sanggah di urusan
Pengadaan Barang dan Jasa.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang
ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan E-Purchasing.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutaya disebut PjPHP adalah
pejabat administrasi yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa.




19.

20.

21,

22.

25

24.

25.

26.

~5~

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah tim
yang Dbertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan

Barang/Jasa.

Personil yang bertugas di UKPBJ merupakan pegawai tetap UKPBJ yang wajib
memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali
yang bertugas pada unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
Kelompok Kerja yang jumlah keanggotaannya berjumlah gasal, beranggotakan
paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas
pekerjaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan
barang jasa melalui e- tendering dan / atau metode pemilihan lainnya yang
personilnya memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai peraturan-perundangan
yang berlaku.

Kelompok Kerja Pelaksanaan dan Pengadaan adalah kepanitian yang
pembentukannya mengikuti ketentuan Pokja UKPBJ dan bertugas untuk
melaksanakan tugas perencanaan strategi pengadaan dengan mengolah
Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari PA, dan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan (Renlakpen) dari PPK menjadi Rencana Pemilihan Penyedia
(RPPenyedia) yang disetujui bersama dengan PPK untuk menjamin
terlaksananya strategi pengadaan.

Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai
tuyjuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat
kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga berdasarkan
aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia pejabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil

pekerjaan.

Organisasi Pengadaan barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah
melalui penyedia barang/jasa terdiri atas PA/KPA, PPK, Kelompok Kerja
UKPBJ /Pejabat Pengadaan, Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Penyedia Barang / Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang

menyediakan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa konsultansi/Jasa lainnya.
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Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanva olah pikir
(brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan {skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau
segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas,
gagasan orisinal, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan
kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan
daya kreasi dan daya cipta.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain
vang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Rencana Umum Pengadaan selanjutnya disingkat RUP adalah rencana yang
berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh
K/L/D/I, dimana RUP disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran,
berisikan serangkaian dokumen yang berisikan identifikasi kebutuhan
barang/jasa yang diperlukan, rencana penganggaran untuk pengadaan
barang/jasa, menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara
pengadaan barang/jasa. Pengorganisasian pengadaan barang / jasa, Kerangka
Acuan Kerja, Rencana Kerja dan Syarat, dan lain- lain.

Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut RenLakPen
adalah dokumen yang ditetapkan oleh PPK meliputi spesifikasi teknis
Barang/Jasa, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan
kontrak yang telah terisi.
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Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut RenLakPen
adalah dokumen yang ditetapkan oleh PPK meliputi spesifikasi teknis
Barang/Jasa, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri {HPS), dan rancangan
kontrak yang telah terisi;

Rencana Pemilihan Penyedia selanjutnya disingkat RPPenyedia adalah
dokumen hasil pengkajian dokumen RUP dan RenLakPen yang berisikan detail
RPPenyedia yang telah disepakati bersama antara Bagian Pengadaan Barang
Jasa dan PPK, teknis pemaketan e-tendering, persyaratan Kkualifikasi,
persyaratan teknis, persyaratan administrasi, dan jadwal e-tendering yvang
ditanda-tangani PPK, Pokja dan perwakilan dari BPBJ untuk selanjutnya
menjadi dasar dari Dokumen Pengadaan.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja
UKPBJ /Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus
ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

Dokumen Pemilihan Penyedia yang selanjutnya disingkat DPP adalah dokumen
yang dihasilkan selama proses e-tendering, Meliputi namun tak terbatas pada
berita acara pemberian penjelasan (aanwijzing), berita acara pembukaan
berkas, berita acara evaluasi, undangan pembuktian kualifikasi, berita acara
hasil pelelangan/berita acara hasil seleksi,penetapan pemenang, pengumuman,
laporan hasil tender, dan summary report, DPP asli wajib ditanda-tangani oleh
Kelompok Kerja, diarsipkan pada Bagian Pengadaan Barang Jasa dan
salinannya diberikan kepada PPK.

Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa selanjutnya disingkat SPPBJ adalah
surat penunjukan penyedia barang jasa yang dibuat berdasarkan DPP oleh PPK
dan selanjutnya ditembuskan salinannya ke Bagian Pengadaan Barang Jasa.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Komirak adalah
perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana
swakelola.

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan selanjutnya disingkat sebagai BAPHP
adalah dokumen berita acara yang timbul sebagai hasil dari proses
pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dimana dalam BAPHP
tercantum hasil dari proses pengadaan barang jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian, BAPHP dibuat dan  ditandatangani oleh
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Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya BAPHP ditembuskan

salinannya ke Bagian Pengadaan Barang Jasa.

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia Batang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh
semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi
syarat.

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini

terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya
untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi
untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang

memenuhi syarat.

Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk
Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan
gagasan orisinal, kreatifitas, dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak

dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan
barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk
Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan
gagasan orisinal, kreatifitas, dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak

dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.




S52.

S53.

4.

53.

S57.

58.

59.

60.

~Q ~

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan
barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang
harga /biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan
cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 {dua
ratus juta rupiah).

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,
dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

. Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

selanjutnya disebut Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar adalah seluruh kegiatan
yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah
memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Sertifikasi
Keahlian berbasis kompetensi yang selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi
adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara
sistematis dan obyektif melalui asesmen/uji kompetensi yang mengacu kepada
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pengadaan Barang Jasa (SKKNI-
PBJ) dan Standar Khusus.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut dengan Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas

kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan
usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam
peraturan-perundangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud
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dalam peraturan-perundangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis
yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi
yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja
UKPBJ untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi,
mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus
dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan

transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah
unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan mengelola Aplikasi Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) guna memfasilitasi layanan pengadaan barang
dan jasa.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kutai Timur yang
selanjutnya disebut LPSE Daerah adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan mengelola Aplikasi Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur, dan bertugas untuk menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan
pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik (e-procurement) dengan
LPSE.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah Sistem
Pengadaan dan sistem informasi manajemen pengadaan barang dan jasa yang
merupakan kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan
database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh
LPSE, dan infrastrukturnya.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan

secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang
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terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan

1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Katalog elektronik Daerah atau E-Catalogue Daerah adalah sistem informasi
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang
tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada lingkup layanan
Daerah Kabupaten Kutai Timur yang diselenggarakan dengan kerjasama

Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan LKPP.

Daftar hitam merupakan daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa
dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses
pengadaan  barang / jasa diseluruh Kementerian / Lembaga / Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya selama 2 (dua) tahun kalender sejak
tanggal ditetapkan.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik
yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang
dikelola oleh LKPP.

Elektronik Audit yang selanjutnya disebut e-Audit adalah pelaksanaan

pemeriksaan melalui sistem elektronik audit.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan

sasaran instansi pemerintah.

Risiko Operasional adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan dari
pelaksanaan operasional pedoman dan kegagalan dari pelaksanaan prosedur
yang meliputi proses, sistem, personil, atau kejadian eksternal pada aktivitas

proses bisnis atau kesalahan dalam pengelolaan dan sistem manajemen.

Risiko Finansial atau risiko keuangan adalah risiko yang diakibatkan oleh
kondisi pasar berdasarkan pada proses pergerakan negatif komponen-
komponen pasar, seperti nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing,
tingkat suku bunga, nilai ekuitas pasar modal, dan nilai komoditas.

Risiko kepatuhan adalah risiko yang diakibatkan oleh keterlabatan,
pelenggaran, atau ketidaksesuaian terhadap perjanjian, peraturan, dan
perundangan yang berlaku, baik sifatnya berupa eksternal dan/atau internal.
Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi
penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan

reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
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Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan,
sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko
di instansi.

Profil risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan
dengan tingkat risiko dan trennya.

Profil risiko dilakukan pada tahap pengenalan risike dan tahapan tindak lanjut
risiko sesuai dengan selera risiko.

Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi
dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.

Proses profil risiko pada tahap asesmen risiko menghasilkan tingkat risiko pada
risiko awal / inherent risk.

Proses profil risiko pada tahap tindak lanjut risiko menghasilkan tingkat risiko
pada risiko tersisa / residual risk

Retensi risiko adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.
Risiko residual atau risiko sisa adalah risiko yang tersisa setelah tindakan
pengendalian risiko dilaksanakan, pengendalian risiko sisa dilaksanakan
hingga mencapai tingkat risiko yang dapat diterima berdasarkan selera risiko
yang telah ditetapkan.

Risiko turunan adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan dan/atau tidak
adanya pengendalian risiko secara internal.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat
dan/atau pegawal pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan,
perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang
terkait dengan penerapan manajemen risiko daiam lingkup Pengadaan Barang
dan Jasa.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a. secara terintegrasi dalam aktifitas organisasi dapat mengantisipasi dan
menangani segala bentuk risiko dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
secara efektif dan efisien;
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secara terstruktur dan komprehensif dapat mengidentifikasi, menganalisis,
mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam lingkup Pengadaan Barang

dan Jasa serta memantau aktivitas pengendalian risiko;

memastikan terdapatnya kerangka pikir pedoman pengelolaan risiko yang
dapat dikostumasi sesuai kebutuhan secara proporsional pada pengadaan
barang / jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sehingga dapat
dilaksanakannya pengelolaan risiko yang spesifik, terukur, dapat dicapai,
realistis, relevan, dan memiliki ukuran waktu yang jelas yang terkait

dengan pencapaian sasaran organisasi;

agar dapat menghasilkan praktek pengelolaan risiko yang terkelola dan
terdokumentasikan dan menjadi sarana pemahaman masalah secara
inklusif oleh pihak-pihak terkait yang memiliki keragaman pengetahuan,

sudut pandang, dan persepsi yang relevan untuk dipertimbangkan;

bertujuan untuk memastikan terciptanya dokumen kebijakan pengelolaan
risiko yang dibuat secara berkala dan terdokumentasi, sehingga secara
akuntabel risiko dapat dikelola dan diketahui sejauh mana capaian
perkembangan yang telah terlaksana untuk menyikapi risiko baru yang
muncul, berubah, hilang seiring dengan perubahan kontekstual internal

dan eksternal terhadap organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah;

pengelolaan risiko terdokumentasi yang dilaksanakan berpedoman dengan
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan perbaikan
berkelanjutan, termasuk didalamnya mengantisipasi, mendeteksi,

menyadari dan merespon pada perubahan dinamis secara tepat dan akurat;

memastikan terdokumentasikannya dan mendorong kewajiban untuk
menyediakan informasi terkait risiko pengadaan barang / jasa dan proses-
proses terkait, baik berupa informasi di masa lalu, informasi pada
permasalahan yang sedang dihadapi, hingga kemungkinan kejadian
di masa mendatang guna memberikan dukungan informasi yang relevan
kepada pemangku kepentingan untuk menghadapi keterbatasan dan

ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan;

. menetapkan pedoman perilaku dan budaya dalam aspek pengelolaan risiko
secara normatif untuk keseluruhan lini aspek pengelola risiko pada

organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
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i. memastikan kelangsungan pengelolaan risiko yang mendukung perbaikan
berkelanjutan melaiui pembelajaran dan pengalaman.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

a.
b.

R ™o oo

{1)

(2)

(3)
(4)

ketaatan dan terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan pendekatan terstruktur dan komprehensif yang berkontribusi
terhadap hasil capaian yang konsisten dan dapat dibandingkan dari waktu
ke waktu (berorientasi jangka panjang);

penyesuaian secara kontekstual dan proporsional terhadap sasaran;
mempertimbangkan masukan informasi secara inkiusif;

dinamis;

memastikan ketersediaan informasi;

memperhatikan perilaku dan budaya sumber daya manusia pada tiap
tingkatan;

peningkatan dan perbaikan berkelanjutan melalui pembelajaran dan
pengalaman; dan

mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB I
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 4

Setiap PD wajib menyelenggarakan manajemen risiko, khususnya terkait pada
proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan.

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat PD,
fingkat kegiatan, dan pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat PD dikoordinasikan oleh PA.

Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat proses Pengadaan Barang/Jasa
dilaksanakan oleh para pelaku pengadaan barang / jasa, meliputi:
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a. penyelenggara manajemen risiko pada tingkat Perencanaan Pengadaan
barang/jasa dilaksanakan oleh PA dan/atau KPA dan dapat dibantu oleh
PPK;

b. penyelenggara manajemen risiko pada tingkat Persiapan dilaksanakan oleh
PA/KPA, PPK, Agen Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan/atau Pokja
Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa pada masing-masing
lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya;

c. penyelenggara manajemen risiko pada tingkat Pelaksanaan dilaksanakan
olen PA/KPA, PPK, Agen Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan
pada Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil

Pekerjaan pada masing-masing lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya;

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan harus memiliki kompetensi

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah PPTK,
Penyelenggara Swakelola, dan/atau Tim Teknis yang dibentuk.

Pasal 5

Setiap Pejabat dalam organisasi pengadaan wajib menyelenggarakan
manajemen risiko pengadaan barang jasa pemerintah.

Manajemen risiko pengadaan barang jasa pemerintah ayat (1) meliputi tingkat
PD, Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, PPHP, PjPHP,
LPSE dan lainnya yang terlibat pada masing-masing tingkat kegiatan
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penyelenggara manajemen risiko pada lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
adalah masing-masing pihak pimpinan selaku pada tingkatannya sebagai
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Pengadaan/kelompok kerja Pemilihan, dan LPSE.

Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat PD dikoordinasikan oleh PA.

Penyelenggara manajemen risiko dalam PD pada tingkat paket pekerjaan
Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK].




~ 16 ~
BAB I
STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 6

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap PD lingkup Pengadaan Barang dan
Jasa dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi

penerapan manajemen risiko meliputi:

a.

(1)

(2)

melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak
negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran lingkup
Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan,;

menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia,
infrastruktur, dan standar operasional prosedur lingkup Pengadaan Barang
dan Jasa;

mengintegrasikan manajemen risiko lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan
untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan

melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat
pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya
pada lingkup Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 7

Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a, meliputi:

a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian
tujuan PD dan sasaran kegiatan; dan

b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program
pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko
tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan penanganan risiko pengadaan barang dan jasa pemerintah.
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(2)
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Pasal 8

Kriteria risiko pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diretensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:

a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi atau tidak melebihi pada level
yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera

risiko pengadaan barang dan jasa PD yang telah ditetapkan;

b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau
kontrak; dan

c. PD dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan
terjadi kegagalan pengadaan barang dan jasa pada pegawai, proses, dan

sistem yang ada.

Kriteria risiko pengadaan barang dan jasa yang ditransfer sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko
PD; dan

b. PD tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai

konsekuensi risiko pengadaan barang dan jasa yang diperkirakan.

Pasal 9

Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko pengadaan barang dan
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, setiap Kepala PD
di lingkungan Pemerintah Daerah Kutai Timur harus menyiapkan kompetensi

instansi.

Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:

a. sumber daya manusia;

b. infrastruktur; dan

¢. standar operasional prosedur.

Pasal 10

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢ menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.
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BAB IV
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 11

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan

proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur

terutama pada program dan kegiatan.

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program

dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 12

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:

o P

o a0

e

(1)

(2)

penetapan tujuan;
identifikasi risiko;
analisis risiko;

evaluasi risiko;
penanganan risiko; dan

pemantauan dan reviu.

Pasal 13

Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diperlukan

untuk menjabarkan tujuan PD dan sasaran kegiatan.

Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan:
a. lingkungan internal dan eksternal;
b. tugas dan fungsi PD; dan

c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 14

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan

dengan mengidentifikasi risiko PD dan risiko lingkup Pengadaan Barang dan Jasa

dengan tahapan meliputi:
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mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko
yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan PD
dan sasaran kegiatan; dan

mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasat 15

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢, dilakukan

dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.

Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditentukan berdasarkan

kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.

Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan:

a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan
tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;

b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;

c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistemm dan mekanisme
pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada,;

d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (likelihood)
suatu risiko dan dampaknya;

e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;

f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan

g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan {komposit) untuk
setiap kategori risiko.

Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat

berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif

kemungkinan terjadinya dan dampak.

Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala

yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah

ditetapkan.

Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g,

diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi:
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a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan

b. tingkat dampak.

(7) Kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a

terbagi atas kategori dan memiliki nilai sebagai berikut:

a.

hampir tidak pernah terjadi (unlikely) dengan nilai sebesar 1 (satu) untuk
kejadian dengan frekuensi hingga dua kali dalam setahun;

jarang terjadi (possible) dengan nilai sebesar 2 (dua) untuk kejadian dengan
frekuensi antara tiga hingga enam kali dalam setahun;

sering terjadi (likely) dengan nilai sebesar 3 (tiga) untuk kejadian dengan
frekuensi antara tujuh hingga lima belas kali dalam stahun,;

Hampir pasti terjadi (almost certain) dengan nilai sebesar 4 (empat) untuk

kejadian dengan frekuensi antara lima belas kali dalam setahun.

(8) Dampak terjadinya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terbagi

atas kategori dan memiliki nilai sebagai berikut:

a.
b.

{845

tidak signifikan dengan nilai sebesar 1 (satu);
rendah dengan nilai sebesar 2 (dua);

sedang dengan nilai sebesar 3 (tiga);

d. tinggi dengan nilai sebesar 4 (empat); dan

e

sangat berisiko dengan nilai sebesar 5 (lima).

(9) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan

perkalian antara nilai kemungkinan terjadinya resiko sebagaimana disebutkan

pada ayat (7):

(10)Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandai warna, sebagai

berikut:

a.

Risiko rendah dengan warna putih dengan nilai Tingkat Risiko paling
rendah O (nol) dan paling tinggi 2 (dua);

risiko rendah dengan warna hijau dengan nilai Tingkat Risiko paling rendah
2 (nol) dan paling tinggi 7 (tujuh);

risiko sedang dengan warna kuning Tingkat Risiko paling rendah 7 (tujuh)
dan paling tinggi 15 (lima belas); dan

risiko sangat tinggi dengan warna merah Tingkat Risiko diatas 15 (lima
belas).
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Pasal 16

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1} menghasilkan
keluaran foutput} dalam bentuk hasil analisis risiko.

Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

a. identifikasi akar permasalahan;

b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan

c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai

pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat,
peluang dan ancaman.

Pasal 17

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan
untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan
penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannva.

Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan: '

a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi
risiko, risiko ini dikenali sebagai risiko awal atau disebut juga sebagai
inherent risk; dan

b. risiko awal atau inherent risk adalah risiko awal atau risiko bawaan
sebelum diterapkan tindak lanjut / evaluasi risiko.

c. melakukan evaluasi risiko secara berkala.

Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) meliputi:

a. risiko yang periu mendapatkan penanganan;

b. prioritas penanganan risiko; dan

¢. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 18

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berisi urutan
prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.




(1)

(2)
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Pasal 19

Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan
dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan
memutuskan pilihan penanganan risiko.

Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risike berdasarkan
hasil penilaian risiko.

Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1} fokus pada
penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Tindakan penanganan risiko dalam penyelesaian permasalahan disesuaikan
dengan lingkup kerja dan peran dalam pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan kewenangan yang diberikan dan telah diatur dalam peraturan dan
perundangan yang berlaku.

Tindakan penanganan risiko utama danj/atau tindakan penanganan risiko
tambahan mempertimbangkan adanya kemungkinan risiko tersisa/residual
risk.

Tindakan Penanganan risiko yang dapat dilaksanakan secara garis besar
sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat {2) adalah tindakan pengendalian
yang memiliki kategori pengendalian secara garis besar terkategorikan sebagai
berikut:

a. menghindari {avoid} merupakan tindakan pengendalian risiko dengan tidak
melakukan suatu aktivitas atau memilih aktivitas lain dengan keluaran
yang sama untuk menghindar terjadinya risiko;

b. pengendalian (control) atau Mitigasi (mitigate) merupakan tindakan
pengendalian risiko dengan mengurangi dampak maupun kemungkinan
terjadinya risiko melalui enerapkan suatu sistem kerja, kebijakan,
dan/atau peraturan;

c. pengalihan (transfery merupakan tindakan pengendalian risiko dengan
mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung- jawab pelaksanaan proses
diluar dari pemilik risiko asal (pihak ketiga); dan




d.
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diterima (accept) merupakan risiko yang dapat diterima / diputuskan untuk
diretensi sehingga tidak ada tindakan yang dilakukan karena manajemen
menilai bahwa hal tersebut tidak menimbulkan masalah dikarenakan tidak
melampaui selera risiko yang telah ditetapkan.

Pasal 20

(1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f,
dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan

sesuai rencana.

{2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mehputi:

a.

pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko pengadaan barang dan
jasa dengan cara membandingkan antara kinerja aktual pengadaan barang
dan jasa dengan kinerja pengadaan barang dan jasa yang diharapkan;

pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko
berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan
bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan
di dalam lingkungan kerja;

hasil pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dan pemantauan
efektifitas memberikan kondisi sesudah pengendalian, dan sebagai hasil
pelaksanaan pengendalian akan muncul tingkat risiko setelah pengendalian
atau disebut risiko tersisa / residual risk.

pemantauan dan reviu yang menghasilkan tindakan pengendalian risiko
dalam lLingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan
dengan mengacu kepada peraturan-perundangan yang berlaku.

pemantauan dan reviu dilakukan dan dilaporkan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
menghasilkan keluaran {outpuft} dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.
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BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko pengadaan barang
dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat
Daerah dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara berkala atau apabila
diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk

menjamin efektivitasnya.

Pasal 23

(1} Setiap PD wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko lingkup
Pengadaan Barang dan Jasa.

(2) Laporan penerapan mangjemen risiko lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko lingkup Pengadaan Barang

dan Jasa; dan

b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko
lingkup Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 24

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah dan Inspektur Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1) Laporan Penerapan manajemen risiko pengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 sekurang-kurangnya berisikan bagian-bagian
sebagai berikut:

a. periode waktu laporan;
b. latar belakang;

c. tujuan;
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d. definisi;

e. ruang lingkup;

f. prinsip dasar dan penetapan selera risiko;
g. identifikasi risiko;

h. perencanaan pengelolaan risiko;

i. implementasi pengelolaan risiko;

J- perbaikan berkelanjutan;

k. pihak terkait pemegang risiko dan upaya komunikasi dan konsultasi; dan
1. resume tabel identifikasi risiko.

(2} Perbaikan berkelanjutan dilaksanakan dengan monitoring pengendalian risiko
secara berkala yang dilaksanakan berdasarkan perkembangan (progress)
status.

(3} Resume tabel identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} burufl
adalah mengacu pada kejadian yang telah dinarasikan pada huruf a sampai
dengan huruf 1 yang selanjutnya dituangkan dalam Format dan Tabel
Identifikasi Risiko.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Deskripsi analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko), Visualisasi matrik tingkat
dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, dan Format dan Tabel Identifikasi Dan
Analisis Risiko untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan
Pengadaan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI KUTAI/TIMUR,

IS ANDAR
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal S Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

s e
IE%&IQNSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 25




IL

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG MANAJEMEN RISIKO
PENGADAAN BARANG/JASA.

MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RESIKO

Penerapan kerangka kerja manajemen risiko, dibutuhkan komitmen yang kuat dan

terjaga oleh semua pihak manajemen dalam organisasi, dan menyertakan perencanaan

strategis untuk mencapai komitmen tersebut pada semua level. Pelaku manajemen

harus memiliki komitmen untuk:

a.
b.

C.

mendefinisikan dan mendukung kebijakan-kebijakan manajemen risiko;
menjamin bahwa budaya organisasi dan kebijakan manajemen risiko sudah sesuai;

menentukan indikator-indikator performa manajemen risiko yang sesuai dengan
indikator performa organisasi;

menyesuaikan tujuan manajemen risiko dengan tujuan dan strategi organisasi;
menjamin kepatuhan terhadap hukum dan regulasi;

memberikan akuntabilitas dan tanggung jawab pada level yang sesuai dalam
organisasi;

menjamin bahwa sumber daya yang dibutubkan dialokasikan untuk manajemen
risiko;

mengkomunikasikan keuntungan manajemen risiko pada semua stakeholders; dan

menjamin bahwa kerangka kerja manajemen risiko tetap sesuai dengan

perkembangan.

DESKRIPSI ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

NILAI PROBABILITAS / NILAI DESKRIPSI
KEMUNGKINAN
(LIKELIHOOD)
Hampir Pasti Terjadi Nilai = 4 (empat) Terjadi lebih dari 15 (lima
(Almost Certain) belas) kali dalam setahun
Sering Terjadi (Likely) Nilai = 3 (tiga) Terjadi hingga 15 (lima

belas) kali dalam setahun

Jarang Terjadi (Possible) Nilai = 2 (dua) Terjadi hingga 6 (enam)

kali dalam setahun

Hampir Tidak Pernah Nilai = 1 (satu) Terjadi hingga 2 (dua) kali
Terjadi(Unlikely) dalam setahun




NILAI SKALA | REPUTASI | OPERASIONAL KINERJA |
TINGKAT
DAMPAK
(LEVEL
DAMPAK)
Sangat Nilai = | Kemunduran /| Menimbulkan Menimbulkan
Berdampak 5 hilang nya kegagalan penundaan
(Extreme (lima) | kepercayaan 75% Proses aktifitas
Impact) / pemangku operasional (proses tidak |
Sangat Berat kepentingan organisasi dapat
(stakeholders) | atau dijalankan
terhadap berdampak lebih dari 2
organisasi pada seluruh (dua) bulan
terkait secara organisasi
total pengadaan
barang/jasa
Dampak Nilai = | Pemberitaan Menimbulkan Menimbulkan
Tinggi (High 4 negatif yang gangguan penundaan
Impact) / (empat) | menurunkan antara 50%- aktifitas
Berat kepercayaan 75% proses (proses tidak
pemangku operasional dapat
kepentingan organisasi dijalankan
(stakeholders) atau maksimum
terhadap berdampak selama 2
organisasi terbatas pada (dua) bulan
dua unit
pelaku
operasional
antara
organisasi
pengadaan
barang/jasa
Dampak Nilai = | Terdapat Menimbulkan | Menimbulkan
Sedang 3 (tiga) | Pemberitaan gangguan penundaan
(Medium negatif yang antara 25%- aktifitas
Impact) dapat 50% proses (proses tidak
mempengaruhi | operasional dapat
kinerja atau organisasi dijalankan
kebijakan atau maksimum
organisasi berdampak selama 2
terkait terbatas pada (dua) minggu
satu pelaku
operasional
organisasi
pengadaan
barang/jasa
Dampak Nilai = | Terdapat Menimbulkan Menimbulkan
Rendah (Low 2 (dua) | Pemberitaan gangguan penundaan
Impact) / negatif yang antara 10%- aktifitas
Ringan sedikit 25% proses (proses tidak
mempengaruhi | operasional dapat
kinerja atau organisasi dijalankan
kebijakan atau maksimum
organisasi berdampak selama 5
terkait terbatas pada (lima) hari
satu pelaku
operasional
organisasi
pengadaan

barang/jasa




Tidak Nilai =
Signifikan : 3
(Insignificant) (satu)

Terdapat
Pemberitaan
negatif namun
tidak dapat
mempengaruhi
kinerja atau
kebijakan
organisasi
yang
mengakibatkan
penurunan
kepercayaan
terhadap
organisasi

Menimbulkan
gangguan kecil
pada fungsi
sistem
terhadap
proses kerja
namun tidak
signifikan

Menimbulkan
penundaan
aktifitas
(proses tidak
dapat
dijalankan
maksimum
selama 2
(dua) hari

STATUS RISIKO

KETERANGAN

Sangat Tinggi (Extreme Risk)

Jika nilai Probabilitas dikalikan nilai
Dampak lebih besar sama dengan 15;
Risiko tidak dapat diterima dengan
mitigasi prioritas tinggi.

Resiko Tinggi (High Risk)

Jika nilai Probabilitas dikalikan

nilai Dampak antara 7 sampai dengan
14.99;

Risiko tidak diterima dengan mitigasi
prioritas menengah.

Resiko Sedang (Medium Risk)

Jika nilai Probabilitas dikalikan nilai
Dampak antara diatas angka 2 atau
setara dengan

2.001 sampai dengan 6.99;

Risiko dapat diterima dengan
pemantauan.

Resiko Rendah (Low Risk)

Jika nilai Probabilitas dikalikan nilai
Dampak lebih kecil sama dengan 2;
Risiko dapat diterima tanpa perlu
pemantauan.




VISUALISASI MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA

RISIKO
DAMPAK
2 2 3 4 5
MAI;I‘I%%((SN AJ%ISIS Tidak Dampak Dampak Dampak Sangat
g Signifikan | Rendah |Sedang | Tinggi |Berdampak
Hampir Pasti
4| Terjadi (Almost
Certain)
E Sering Terjadi
2|3 (Likely)
@)
Z
2|, JarangTerjadi
= (Possible)
»
Hampir Tidak
1| PernahTerjadi
(Unlikely)

INTEPRETASI HASIL PERKALIAN KEMUNGKINAN DAN DAMPAK (STATUS

RISIKO)
LEVEL DIMULAI
NO DESKRIPSI STATUS WARNA LEVEL DARI STATUS
RISIKO RISIKO
1 | Risiko Sangat Tinggi Merah 4 15
3 | Risiko Sedang e 3
4 | Risiko Rendah Putih 1 o




TINDAKAN PENGENDALIAN ATAS STATUS RISIKO

V. FORMAT TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT BAGIAN PENGADAAN

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT BAGIAN PE.

NO ASESMEN RISIKO TINDAK LANJUT RISIKO
URALAN RISIKOD FAKTOR RISTKO AWAL / INDERENT FISK RENCANA RENCANA RISIKG TERSISA | RESIDUAL FUSK
PROSES TERIDENTI PENYEBAB NILAY NILAL NiLAl DFSEIRIPS] PENGENDALIA PENGENDAL NILAT NILAI DAMPAK NILAT
FIKAST ANCAMAN KEMUNGKIN DAMPAK STATUS STATUS N RISIKD TAN RISIKO KEMITNGEKI STATUS
AN iSRG RISIKC UTAMA TAMBAHAN NAN RISIKO
(KA ADAY
(1) 2) @& 4 3) (8) @ @) [©)] (10) an 12 13
1.
.
dst

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BAR/

NAMA

NIP.
Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Kutai Timur di - Sangatta (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di - Sangatta (sebagai laporan)
3. Inspektur Daerah Inspektorat Kabupaten Kutai Timur di - Sangatta

Keterangan Format MR-o01 :
Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran dengan kriteria pengisian se¢
Kolom (1) : diisi dengan nomor urut identifikasi dan analisis risiko proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerj:
barang dan jasa
Kolom(2) :diisi dengan uraian risiko vang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran proses penga
menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kolom(3) :diisi dengan permasalahan risiko teridentifikasi yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan d:
Pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kolom (4) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan yang menghambat pencapaian masing-masing tujuan ¢
pada proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi lingkup kerja kepala bagian pengadaan barang dan jasa
Kolom (5) :diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan (likelihood) berikut ini :
1.hampir tidak pernah terjadi (nilai = 1)
2. jarang terjadi (nilai =2)
3. sering terjadi (nilai =3)
4. hampir pasti terjadi (nilai =4)




*(1) wojoy ueist vped oyisu el uieyal Linsnuatl uep rpuafuaw ynjun
jiun iepisiaq Sued oyIsu Jowou seyyopoy uenyeroquad uefusp (61) wojoy edduny (6) wooy ‘(1) wojoy ueduop yesidioy ueyjisejuatunyopip jedep euvlioy tequa]
eyew yesidio) vieoos uwyeuesyeqip Suul oyisu nfue] yepuy uvenjusuad sosoxd eped *(61) wojoy uefusap ueyinluejp uep (g) wopoy edfury (1) wooy eped Pqe)
ueyeundFuow jedep oyisu uawsasse sasoad eyew ‘uswnyop vIeods yesiudia) upyrursye(ip nluepepuln sasoxd uep uswsasse sosold puewIp ISIpUOY eped @ URRIE)

opistt yinuad vied eles eders uesepaluad 1suaq @ (61) wooy

(£1) wopoy uep (91) wooy (S1) wopoy ueisiduad jreNio) ueviedeo oseyuasiad IsL19q : (1) WOy

(91) wojoy uep (S1) wojoy uewsiduad yeyio) npes pfiey 1siaq © (41) wojoy

oyisu nfue) yepun vuvoual seje uenyepad ueyuqnaad usiepusiuad vale 1s119q @ (91) Wwo[oy

oyisut nlue] yepun vueoual seye uenyepaad 1s1aq  (G1) wojoy

yepual oNist /uepas oyisia /133uny oxisu /183 uny jelues oyisu injrek [ uetdeq | uenidure| eped oyisu snjeys isudysap Lep @ (1) wojoy
‘us1s19] oyIstl snjeys tejiu ugyedniow vSuinlueps dued (21) wooy X (11) wojoy urvijeyiad [1sey 1suaq @ (81) wopoy

(S = tequ) yedweplog edueg *G
(¥ = wepu) 133ur], yedweq +
(€ = epiu) Suepag yedweq €
(g = equu) yepuay yeduwieq "z
(r= repiu) weyyudis yepl], 't
DL B[Ry s upduap oyisil uvljepuoduod puedual VAU UBYUURSYR]IP Yr010s vsisio) oyisul yedwwep ejiu ueduap 1sup (1) wooy

(P= 1epu) pelioy ysed adwey -+
(€= tepu) tpelioy Juuws '€
(2= ) ipelio) Suvie( 'z
(1 = epu) ipelioy yewtad yepy ardwey-y
Ly Laq eeys ueduap oyisu ueiepusduad vueouar vlu umyBURSYB[IP R[DIDS BSISID] OYISLI (pooyijayip) ueunydunway / sepjiqeqoad wepiu ueduspisip : (11) wojoy
(epe ey1l) oyistr ueijepusfuad urvyequie) eueOUDI ISLID] : (O1) WO[OY
rwepn oyisu uvtpepusuad vurvoual 1s11aq § (6) wojoy
yepuatr ofistt/duepas oyisu /133un oyisu /18dun jedues oyisu el ] uwideg | uveadwey wped oyisu snywys 1stdysap Lep : (8) wojoy
‘ojIs1a smye)s 1efiu uejedniow eAujnfuepds und (9) wojoy x (§) wojoy ueijeytad psey 1suaq @ (4) wojoy

(€ = 1eq1u) yedweplag jvdues G
(b = requ) 133ur |, yedweq '+
(€ = wequ) duepog yudweq €
(¢ = wu) yepuay yudwed ‘s
(1= 1epu) unyyiuds yeply, -t
sy Lag jeduep epiu ueduop 1sup :(9) wooy




anuwar], reany gsd yopo umyderanp yepa) Sues oyisu jepusafuad [ojuoy : (£) wojoy
‘1pelioy oxyisir eyil vwitiayip ues yeduep uerwiq @ (9) wopoy

‘oyisiut vAutpelia) ueyqegofuaw yedep Sued uvueseray ueieiq : (§) wojoy
ASd T epeday eloy duySur ipefuawr Fuel esel uep Sueieq uvepeduad sosoad eped

teduorp wdu Jued ueiwses uep uen(ny Jusew-Fuisewr uviedeouad JequieyBuow Suel ueyepsewaad teye ipeluow Guel quqasuad Jopjey ueduop 1sup : () wooy
ASdT vleday eloy dnydurp ipefuaw Sued esel uep Jueieq ueepeduad sosoad eped edesip uidur Sued ueivses

uup ueniny Susew-uisew uetedeouad yequieyfusw susjodiaq Sues seyynuapua) oyisu ueyeeseuad uep asodsyaro) Gues jose uvduop stip 1 (€) wopoy
4SdT vreday vloy dnydui) ipelfuaw

Fues vsel uep Suvieq uveprduod sasoxd uevieses uep wenlny Suwsew-Fuisew uetedeouad Jequuey3uow 1suojodiaq Sued oyisu uerean ueSuap SItp 1 () WoO[OY

7A8d 1 e[eday vloy dnySul] ipelusw Jued esel uep Suvieq ueepvduad sosoad oyis1a sisijeue uep ISEYYIULP! ININ Jowou ueduap sup @ (1) wojoy

nyLaq edegos ueisiduad Loy ueduop ueivddue unye) jese eped usyrtodeyp uep uriediuviuod ueeueoualad Jees vped UnsnsIp UL NULIOY
1 BO-) W 1euLio, uefueiojay

pyobung — 1p uily, ey usjedngey yerde( jeLelanas eser uep Suereq ueepeSuad ueideq ejeday ‘¥
ppofung — p ], ey uajedngey jeroppdsuy yelseq anpedsuy €
(ueaodey reSeqoas) pwHung - 1p anuiLy, ey usjednged Yyeaaeq SHRR.DPRS "B
(ueaodey eSeqas) ppwbung - 1p anuwity, reyny nedng ‘1
T 1A epedoy uyjredwesi( uesnquia g,
"dIN

: VINVN

HSdTYOLVNIQUOOM/NVNIdI I ¥NSNN/ VIV

VSV NVA DNVIVE NYVAVONA VI LINN

]
E
&
1]
ai 5 [14 £t 1 Ir or & 8 £ @ § ¥ £ [ T
HIHAY HVEVQ
QRIS MVDNHAANADTAL AVAINVT SVHVHINVL CATSTH NYONIHAANIYT AV
AIST V1IN VN IVIIN “IOHINON OAISIH IVIIN IVIIN VN YAV ONVA AVAYA NVIMVMVHEY NVITVINY
ACIEd TYAQISAY OISRy VNVONTY NVTTVANIONTd TYMY O LINTHAHN i TOUINON OISR [SARISHG JASY | SHSOUA
O IR LY XVANLL QAISD NAISHASY ON

(HSdD MINOUINATH VIVIIS HVINIAWHJ
VSV NVA ONVIVE NVVAVONTd NVNVAVT LVIDNILL VSV NVA ONVHVE NVVAVONAd OMNISII SISI'TVNV NVA ISVIIALLNIAI TISVH

(E0-YIN) VSV NVA ONVIVE NVVAVONTd NVNVAVT LVONLL VAVd ONISTE SISTTVNV NV ISVALILLNAAT TAIV.L LV O ‘A




(1) wopoy ueist vped oyisii el weyal Lnsnpusw uep rUSFULW Ynjun yiun jujisiag Jueld

ON(SH IowWou [sejyopoy uenyepaquiad ueduap (91) wojoy vd3uly (11) wooy ‘(1) wojoy uedusp yusidioy ueyisejuswnyopip edep eAueloy tequia] wjew yusidio)
v1woos ueypuesye|ip Sues oyisu nfuel yepun uenjuouad sosoxd vped *(91) wooy ueduap ueyinluepp uep (or) wojoy vddury (1) wooy vped jaqu) ueyrundSuow
jedep oyisur uawsasse sosoxd pypw ‘usunyop vaeoas qusidioy ueyruusye|ip luepepun sasoid uvp ustisasse sasoad BURIULD [SIPUOY BpR{ @ ULIRIE)

oyist yiiwad vied eles edets uesepluad 1suaq @ (11) wojoy

oyisu snegs e[ ueyednsow vAunfuepes 3ues (9) wojoy x (9) wojoy uvifexytad jise] 1su1oq Sues Tesep OYISLLIR[IN : (O1) WOOY]

(¥= requ) ipeliay nsed ndwey ¢
(€= 1equ) 1pelo) Suues ‘€
(2= tequ) ipelioy dueiel -z
(1 = tequu) ipeliay yeusad yepn ndweyt
Dunynyuag (peoyyayy) ueupjdunway / seyijiqeqoad repiu ueduap 1sup jedep uvduniapussay eIy : (6) wWooYy
(§ = i) yudwepiag jeiueg -G
(tr = 1epu) E3uy, yedweq +
(€ = equ) Juepag yedureq €
(2 = tepu) yepuay yedweq 'z
(1= repiu) ueyyudis yepi, 't
e yeduwep wepiu ueduap sup ‘oyisty yedweq jeydur], : (8) wojoy




Guud uvsel uep Fueiwq ueepeiuad sosoud ueieses uep uening Susew-Fuiseur ueredeonad Jequirgduaw suajodiaq Suel oisu ueviein uefuap Stp @ () Wooy
yeroep jeyduerad vloy dnygurp ipeluow Sued vsel uep Juwieq ueepeduad sasoad oyisu sisipUR UBD ISB{GIIUAPL J0IN Jowou uedudp 1sup : (1) wojoy

D Imyjuaq edeqas uvisiduad v ueduop uwiediue unye) jesme eped uezode(ip uep veieddurdusad ueruvouaiad Jees vped unsnsip T aNULIOY
: FO-Y IV wuwioy] uedueiojay

ppwlung — p anuwi], ey uojedngey] Yyelae( jeliejonas esep uep Sueieq ueepeduad ueideq ejedoy #
vBuvS — 1p nwiL], ey uajednqey jeropadsu; yeraeq anpadsuy &

(uerodey 1e8eqes) pwHuwg - 1p Inuil], eI uaedngey yeiseq suelonas g

(ueaoder redeqas) ppolung - 1p anwy], ey nedng v

1A epeday ueyreduresiq uesnquag,

‘dIN
3 VINVN
(Vd) NVIVOONY VNNOONHd
‘myejesdusy
‘dIN ‘dIN
VIAVN VINVN
(Mdd) NIW.LINOY LVNdWadd Lvavdd ‘OLLdd) NV.LVIOEN SINMEHL VNVSNV1dd LvavIdd
‘Y210 1enqiq
e
E
(18] (81 (24} (a1 (51) (v1) te) (z1) (1) foy) (8) () 4] ()] (5) (¥) () @ 0]
1
WAL (Vav vAIr)
n NVT1 ONISTY ONISTH NVN NVHVEITVL VIV OAIST CAISTH NV
IV VAasH SMLVLS SOIVLS LADNONEN CRAISTE MY RIS N SNIVIS SIVIS AvdIva NIADMNONTA NVINVONY ISVAL
S5 14 ONAd NV ISdRIASAA VN AVAINVA IVIIN IVIIN INANFDNH VITVONHONTS ISATASEA IVIN VN IVIIN B AVHTANTA 1LNAATIEL SHSONMA
ONISTH D0d Fa: AN VHHY, ¥V RHEd ASIA IYOQISAN / VSISHAL OAISRY VNVONT YNVONTH ) HOLAVA OIS NVIVHD
AL OAIST LNV HVANLE ONISTH NANSHSY ON
HVYHAVA
LVIONVIAd LVIONLL [ LA Vd VIWVN "] LAMVd VSV NVA ONVIVE NVVAVONHI OMISN SISTTYNY NVA ISV TALINAAI TISYH

(PO-4IW) HVIAVA LVIONVIAd LVIONLL VAV OMISTY SISI'TVNV NVA ISVIALLNAAI THIV.L LY O TA




(1) wojoy ueist gped oyisu el wWmyal LMnsnPUaW uep ([ruaduaul ynjun yun jejisog Jued

ONISLLIoWOU Iseyyopoy uenyeppquad ueduap (61) wojoy v83uiy (6) wofoy ‘(1) wojoy uelfuap yesidao) ueyisejuawnyopip jedep efurlioy tequol eyew yesidio)
rIw0os umeuesye[ip dues oyistul infue] yepuyy uenjuauad sosoad epeq *(61) wojoy ueluap uwynluep uep (g) wojoy vdduyy (1) wopoy vped [pqe) upjeundFuow
wedep oyisu uawsosse sasoad eyew ‘usumyop eieoas yesidio) neyjeuesyeip nfuepiepun sasord uep uawsasse sasold euBlUIp ISIpUOY BPRJ : UBIRIE)

oyistt qipnad wred eles eders uvsepluad sL1aq @ (61) Wojoy

(£1) wojoy uep (91) wojoy {(S1) wojoy uvisiduad yreyiay ueieded asejuasiad 1sL19q : (R1) WoOY

(91) wopoy uep (1) wopoy uevisiduad Jex10) np{em 10318 ISLOQ © (41) Wooy]

oyisul nfue] yepun vueouad seje uenyepad ueyeqniad ueiepuaiuad vaae 1suaq 1 (91) UwIOjOY

o)isu nlue| yepun vueouas seje uemyjead suaq @ (S1) wopoy

‘qepual oyisL/Fuepas oyisil Aiddun oyisu/188un jedues oyisu injres [ ueideq | vendwe eped oyisu snieys istidysop tep : (b1) wiojoy
"BSIS10) 0y ISL snyes tepiu ueyedniaw eSumnluepps Gund (21) wopoy x (11) wooy ueijeyiad [isey 1Ssuaq : (E1) wooy]

(§ = repiu) yeduwiepiag 1edueg -G
(P = wepu) @3uy, yedueq -+
(€ = tequ) Juepog yedweq €
(z = tepu) yepuay yedweq ‘s
(r= tepiu) umyyrudis yepiy, ¢
D Im{LRg vpys unduop oyisut uerepuafuad vueouar eAu uBjrUBSYER(IP (R[2195 vsISI0) oyIsul yedwep repiu ueSuap 1sUp (S1) woloy

(P= repiu) pelio) nsed adwey v
(€= teqiu) 1pelioy Burias €
(2= teqiu) 1peliay Juerel g
(x = requu) pelisg yruiod yepn nduwey
LI LIaq eleys ueduop oyisu ueiepuaduad vuwoual elu uByRURSYR[IP YU[D19S BSISIA) ONISU (pooyyayyy) uveunydunwoy / sejpiqeqoad 1eiu uedusp isip : (11) wojoy
(epe e1l) oyisu uvijepuaiuad uvlRGLUE) BUBDUDI IS  (O1) WO[OY
vwiein oyisu uetjepuofuad vueoual 15119q : (6) wojoy
‘Yepuos oyisu/Fuepas oyisu /138un oyisu/183un jedues oyisi inpesd 1 ueideq | uendwey eped oyisu snieys isudysop Lep : (8) wojoy
‘oyIst smyeys 1e[iu usyedniow pfupnfuepas fued (9) woyoy x (§) wopoy ueijeyiad [1sey 1sL0q : (L) wopoy

(§ = repuu) yedwepaog edueg S
(¥ = tepiu) 188w ], yedweq b
(€ = repu) 3uvpog yedwe(q €
(2 = requ) yepuay yedweq ‘e
(t= tepiu) ueyyudEs yepLy, 1
T1un iy Lag yeduwiep weqiu us3uap 1sup 1(9) wojoy
(b= repi) 1pelaay psed adwey
(€= requ) 1pefio) Bunos €
(2= repu) 1pelio) Suese( g
(1 = reqru) tpelioy yewsad yepn ndwey't
L unny g (pooyrayy) ueunjdunwoy [/ seppiqeqold wiiu ueduap isup ¢ (9) wooy
yeiovp yeyueiad elioy dnyduip ipelfusw Fuel esel uep Susivq uewpeduad sosoxd vped
tedeoip uidur Sues ueivses uep uenin) Suisew-Zuisew ueedeonad Jequuieyduowt Fues ueyejeseunad aeye tpeluaw Fued qeqaiuad dop|ey veduap sup : (F) wooy
yesaep jeyduriad eloy dnySur) ipefuaw Sued esel uep Suvieq ueepeduad sasoud vpeg
ledeotp urdur Fued uvieses uep ueniny Suisvw-Fuisew uvivdeouad Jpquueyiuaw suajodiaq Gued seyynuapLIdy oyisu usyeesewtad ueduap 1sup :  (€) wojoy
yeroep jeyduetad vy doySury ipeluaw




redeorp widur Jues uvieses uep uenln) Suisew-Juisew ueredeousd JequisySusw Jued ueyeesewrad swyje ipefuow Fuel qegaluad topjey ueduap wup : () wojoy
esep uep duvaeg vipaluag ueiijiuad ebjod /lq eloy dnydui] ipefuaow Sued vsel uep Suwvieq uevpeluad sosoad epeg

‘tedeorp utdur Jued ueaeses uep uenln) Suisew-Fuisew ueredeouad JequieyBuow susjodiaq Sues seyyUOpPLIa) oyistl ueyejeseunad ueSuop 1sup @ (€) wojoy
vse uep Juereg vipaduag ueiijiuuag vhjod /(g vlay duydui ipeluow

Fues vsel uep Juwreq ueepeiuad sosoad uvieses uep uenlny Suisew-Fusew uviedeouad Jequueyduoul [susjodiaq Fued oyIsL ugean uvGuop ISP (@) WoOY

esep uep Suvieg
vipasuad uryijiwad vhjod/l4 ety dnyFul] ipelusw Jued vsel uep Surivq ueepeduad sosoad oyisu sisijrur uep ISBYYHUAPI JuIn douwiou ueduap sup: (1) mojoy

1y aq redeqos ueisiduad euojuy uvduop ueaeddue unyey (pame eped umpiodep uep uviedduviuad ueeuvouarod jees eped UNSNSIP UL NUIIO,
: Go-y I 1euwioy uedueialay]

ppLBung ~ Ip Inwi], [Ny uajedngey yeiae( jeLielonas eser uep Suereg ueepeduad ueideq ejeday *#
ppwHung — 1p iy, ey uaedngey jeioppdsul yeaseq padsuy &
(ueiodeye8eqas) pynfung - 1p anuwii], reyny uajedngey] yerae SRS 'S
(uetode| 1e8eqoas) ppyphung - 1p anuig, reny nedng -1
: 1A epeday ueyreduresiq uesnquia |,
‘dIN

VINVN

VAT MOdWOTE VLAY /. Lvavdd

isp
n
T
(51) (84) [12] lat) (51) (k1) (€1 (z4) (11) (o) (&) (8) (@) (@ () (] (g) (z) (1)
1l
VAL (Vav vaIr)
1] NVT1 OAIST OIS HVN HYHVHINVL ViYL OAIST OAIST RV
LAVM VaNd SALVIS STLVIS PAONOIEN ONISTH NV ONISTH N SNLVIS SIIVIS AVdIVA NIONONTA NYIVONY ISVALL
S5IH Ly ONAd N¥ ISARIASAT V1IN AVAINVD IVTIN VN IVANAONEL VITVANAONHD ISArdASEA V1IN IVIIN IVIIN AVHIANAL TLNFCNAL SASOH
ONISTH DOYd OUVL VYUY IV THd iy / VEISHHL OAISD VNVONHY VRVINT NS INANAHNL / TYMY ONISR] HOLAVA OAISTH NVIVHQ
ArIEd OAISTH LN HVANLL ONIST NAWSTSY ON

NVVAVONH LVEV[ad / NVVAVONTd NVNVAVT LINQ VDI NOdWOTE / VSV Nvd
ONVHVEI VIAAANHd NVHITIWHd VAT XOdWOTHN LVAONLL VSV NVA ONVIVE NVVAVONH OFISTE SISITYNV NVA ISVAIALLNAAITISVH

(SO-¥IN) VSV NVA ONVIVE NVVAVONT NVIOVE LVIONLL VAVd OMIST SISITVNV NVA ISVITALINGAL TIIVL LVINIO0d  TIA




*(1) wojoy uwist eped oyisil el weyol LINsNPUSW Hep ([rUaBuau Ynjun jlun jepsioq dued

ONISL I0Wou seyiapoy uenyepaquiad ueduap (61) wofoy vd3uly (6) wooy ‘(1) wojoy urdusp yesidia) usyisejuatunyopip jedep edueliay Jequia] eyew yesidas)
eieoas ueyeuesye(ip Sued oyistn nluey yepuny uenjuauad sosoxd eprd *(61) woloy usdusp ueyinluepip uep (8) wooy viduy (1) wooy vped [aqey ueyeundduaw
jedep oyistt uawsasse sosoad vypul ‘uawinyjop eieoos yesidao) upyeuesyepp nluepjepun sasord uep uawsassse sosoad puvwIp ISIpULY BpRJ  uvjeie)

oqisu yipwad wred vles vdeis uesepluad suaq @ (61) Wo[OY

(£1) wiojoy urp (91) wooy (S1) wojoy uvisiiuad jeyiay ueedes asejuasiad 1SLSq : (1) Woloy

(91) utojoy uep (S1) wojoy ueisiduod Jey1o) npjem Jodie) ISLaq : (L1) Wooy]

ojisu n(ue yepuy vueoual seje uenyepad ueyeqniad ueiepusiuad voae 1s119q @ (91) WOjOY

oyistn nlue| yepun euesual seje uenyeiad 1suoq @ (S1) wojoy

“yepual oyisu /uepoas oyisi /183un oisu/183un jedues oyisu el || ueideq | uendwe] eped oyisu snjeys Istdysap Liep : (b1) wojoy
"BSISI0) OYISLE sNjR)S teiu ueyedniow vAunfuepes Suss (1) wopoy X (11) wojoy ueipepad psey suaq : (1) wojoy

(¢ = mpiu) yedwepiag yedues 'S
(b = requ) 133ur, yedweq +
(€ = epiu) Guepag yedweq €
(z = ppu) yepuay yedweq ‘s
(1= te[iu) ueyyiudis yepiy, ‘'t
D ymyjuaq epeys ueduop oyisu uvijepusduad vueoual BAU U RUBSYR[IP Yr[210s BSISIa) oyIstl yedwep re[iu uriuop 1Sip ((21) Wooy

(¥= reqiu) 1peliay nsed ndwey

(€= 18111) 1pBl1o) Bulies '€

(2= 1equ) rpeloy uniel 'z

(1 = eiu) tpelo) yeutad yepn adwey
D e ejeys ueduap oyisu usjepusfuad euroual elu uvyrUBSHR[IP YU[2I9S BSISID) OYisu (pooyijayy) usupjBunway / seppqeqotd ejiu ueduap sup : (1) wojoy
(epe e10) oyisu uviepuafuad uryRqUE] BURDUAI ISLID : (OT) WOOY
vwreyn oyisti uerjepuaduad vurouar 151194 : (6) wojoy|
qepuas oyisu/Fuepas oyisu [183un oyisu/13un edues oyisu inqed 1 ueideg [ uvndwe] vped oyisut snjwys 1spdysap Lep @ (g8) wojoy
‘ofist smyegs tepiu ueyedniow vAumnluepps fued (9) wopoy x () wojoy ueipmyiad pisey] suaq : (£) wopoy|

(¥ = epu) yedweplog yedung b

(€ =r1epu) Fuepoag yedwe '€

(& = teqiu) yepuay yedwed g

(1= wepu) ueyyudis yepiy, 1
;i g yedwep epin urduap Sip ((9) wojoy

(F= ) 1pef1ay nsed adwivy b

(€= 1e[1u) 1pelo) duuas €

(a= 1e[u) 1pelo) Fuviel g

(v = repu) tpeloy yeurad yepn 't
Dy Lag (pooynayly) ueurySunway / seypiqeqord wefiu uefuap isup ¢ () wojoy

esep uep Suwvieg vipasuad uryiua ebod /4 eloy dnyduif ipelusw Jued esel uvp Furieq uveprduad sasoad vped




dHdd/d eloy dnySuig ipefusur Jues vsel urp Suvieq ueepeduad sasosd eped
tedeorp urdur Sues urvaeses uep uenlny Juisew-Suisew uviedeouad jequiey3uow Fuel ueyejesewad auye ipelusw Sues qeqoaluad topjey uefuop 1sup : (¥) wopoy
dHdd/d el dnyuif ipeluaw Sued vsel uep Gueieq ueepeduad sosoad vpry

‘ledeotp widul Fued ueieses uep uvnlny Suispw-Fuisvwn uetedeouad JequivyFuow 1suajodiaq Sued 1seyyluapLIa) oyisi ueyejesewad ueduap 1sup:  (€) wojoy
dHdd/d efoy doyJuif rpefuow
dued esel uep Suvieq ueepeduad sosoud uvieses uep uenlny Suisewr-Guisew ueredvouad Jequuegdusw 1suajodiaq Fues oyisu ueiean ueduap IsUp @ () WO[OY

dHdd/ld elioy dnySur ipeluow Sues esel uep Suvieq ueepriuad sosord oyisu sisijeue uep ISB{YLHUAPL nun owou ueduap 1sup: (1) Wwooy
L Juyuaq 1edeqas ueisiBuad vuojuy uedusp urieddue unyey jpme eped ueygode(ip uep uviedduvSuad uerueouarad jees vped unsnsip Ul INULIO

1 9O~ W YeuLioy] ueduelaloy

ooBung — 1p anwl], ey usjedngey yese( jeLelanes esepr uep sueieqg ueepeduag ueideq eviedoy *#
pppHung — 1p anwiy, ey usjednqey jeiopjadsu yeseq Jnppdsur *€
(uraode reSeqas) v Huvg - 1Ip auil, iy usjednqey yeroe SUejanas ‘e
(ueaodey 1e8eqes) npwlung - 1p iy, ey nedng v
1 IA epedoy] ueyredwesiq uesnquia],
"dIN

: YINVN

NVVIINAd TISVH VATIANTd VILINVd Y4OSNN / Lvavidd

15p
B1) [(:]1] (1) (aL) (s1) (1) (] 1) (1Y) o) (®) () () (@) (g) ] (g) [0
&mﬂ (vav VAL
n VT OAISTH oIS NVN NVHVHINVL VIRVLN OAISTY ONIST NV
v | vana SILVLS SIIVIS THONNINEA OAIST NV ONISTH N SNIVLS SOUNVIS AVARVa NIIONIWES NVIVONY ISVALL

SSHY 14 oNHd NY IS4IASHA IVIIN AVARYY IVTIN VN IANAONAd | VTIVONIONEd 164 THASAA IVIIN IVIIN IVIIN AVATANSd ILNAQIHAL SHSOHI

it poud | ouve | vawv | odvidud SR IYAQISAY / VSISHAL OISR VNVONTH VNVONTH A 1L/ IVANY OISTH HOLAVA RIS NVIVHQ
AIIBNEd OHIST LOCHYT AVANLL ONISTH NAWSHEY ON

NVVIENAd TISYH VINIIANAd VILINVA/LVVad LVIONLL VSV NVA ONVIVI NVVAVONH OMISIY SISI'TVNV NVA ISVIIALLNAAI TISVH

(90-4) NVVLITAAd TISVH VINTIANAJ VILLINVA/ IVEVead LVIONLL VAVd OMISTA SISITVNVY NVA ISVILILLNAIAI TAGVL LVIIOd  TIIA




(1) wojoy ueist eped oyisL e[ WLYSI LINSN@UDW Uep ([RuUaFusai ynjun
yuun jejisaoq Gues oyIsL Iowou iseyyopoy uenyeraquad ueduap (61) wojoy edduly (6) wojoy (1) wojoy ueduap yesidia) ueyjisejuaunyopip yedep vluelioy Jequuog
eyew yesdioy vieoas ueyeuesye(p Suesd oyisu inlue] yepun uenjuauad sosoxd eped *(61) wiofoy uefuop ueyinlue(p uep (g8) woo)y eiduly (1) wooy eped [pqel
ueyeundduaw jedep oyIsSL uswsosse sasoxd wyew ‘uswnyop viesos Yesidio) uwyruesye(ip nluepepul sosoid uep uswsasse sosodd vuBUIP ISIPUOY BPE @ ueRIe)

oyista yipiwad vaud eles edets uesepaluad suaq @ (61) wooy

(£1) wofoy uep (91) wojoy (S1) wojoy ueisiduad jera) uvedeo asejuasiad 1suaq : (81) Wooy

(91) wojoy uep (G1) woloy ueisiduad Jreyio) nyem 1918 1SLD] : (1) Woloy

oyista ynfue] yepuy vueouad seje uenyepad uvyeqniad uniepuaduad voue 1s119q @ (91) Wo[oy

oytsu nlue| yepun) eueoual seye uenyepad 1sLaq @ (S1) wooy

‘epual oyist f3uepos oyisu /iF3un oyisu/188un) yedues oyisu inyed [ ueideq | ueaduie] eped oyisu snjuys isudysap Lep : (b1) wopoy
"BSISID) OYISLI snjels e ueyedniou Suinfuepps Sued (T1) wojoy X (11) wojoy uetjeyiad pisey 1suoaq @ (€1) wojoy

(S = repiu) judwepsog yedueg 'S
(b = repu) 133ury, yedweq '+
(€ = epu) Juepos yedueg '€
(g = tepu) yepuay yedweq ‘e
(1= repiu) uwyyuds yepl], 't
Ty LRag ejeys ueduop oyisu ueiepuaiuad Bueouar eAU UBEUESHR[IP YR[P1OS BSISIO]) oyisLl Yedwwp e[iu ueduap 1SUp (S1) Wo[oy

(b= repiu) ipelioy nsed adwey

(€= repuu) 1peliog Juias ¢

(2= tepu) ipelia) Suwviel g

(1 = repiu) iprliay yewsad yepry adweyt
1 InyLaq efeys urduap oyisut ueiepusiuad vurousl AU UMY RURSYR|IP R[OS BSISIO} OYISW (pooyayly) ueupjFunway [ seppqeqoad wepiu uvduap sup : (11) wopoy
(epe vy1l) oyisur ueijpuaiuad uvleqUUR]} BUBDUDT IS11D(]  (OT1) WOJOY
vuiein oyisu uerjepusfuad vuvouad 1suaq : (6) wojoy
‘yepuat oyisu/duepas oyisu /188un oyisu/133un edues oyisu inyed 1 ueideq | uendwey vped oyisu snyeys sudysop tep : (g) wojoy|
-oytsLr snyegs teju ueyedniow vfupniueps Sues () wojoy x (9) wiojoy ueijeyiad psey isuaq @ (4) wojoy

(§ = epu) yedwepiag wedueg G

(b = repuu) 183ur g, yedweq (P= teqiu) 1peliay nsed ndwey -+
(€ = wyu) Juepog yedueq € (€= tepiu) 1pelia) Sunias €
(@ = wepu) yepuay yedweq 'z (&= tepiu) tpeldy Suwvasl ‘g

(1= 1epu) ueyyudis yepty, -t (1 = tequ) tpelidy yeutad yepy nduwey

Dt nyuiaqg yedwep epu urduap 1snp :(9) wojoy L nyaq (pooyyayyy) ueurySunway / seyjiqeqoad wepiu ueduop isup : (9) wojoy




() (m14) (1) () 3] 0] {m) () 0]

(84 () W @ 1 {5 v} € @ O]
COAISTH CHISTH NV
SOLVIS SOIVIS AvdWva NDADNIINEN NYINVONY 18WALd
T ISdTHASAO VN VN IV HIN AVEAANTA PLNHAREL 838044

O LTV ONIEDY HOLAVA OAISTH NVTVHI)
ONISTH NANSIEY OM

OISR
ATUREL

(V-TOU ) VSVI' NVA ONVIVE NYVAVONTd NVIOVE LVONLL VSVE NVA ONVIAVE NVVAVONTd OMISTI ISVALILLNAAI TISVH

: IM[LI9( 1eSeqos e[epR Ul URIRIN SRR TO-Y A eped uenyeaquiag

‘(1) wojoy uelst eped OISLI yeldf weyol LunsSnPuUoll Uep [[eud3udul ynjun yiun

1eJIsIa( Suek OYISLI J0WOU ISeYIJopoy uemjeoquiad uedusp (91) wojoy essuny (11) wojoy (1) wopoy uedusp yesidial
upyjisejuawimjopip jedep eAuefioy sequidp wyew yesidial vieoas umjeuesye[p Sued oyisu infue| yepun uenjuouad
sosoaxd epeq ‘(91) wojoy ueSuap uexpnluep uep (0or) wooy eSJury (1) wooy] eped [pqe) ueyeundsduaw jedep OYISLI
uowsasse sasoxd eew ‘uownmyop eiedds yesidia) ueyeuesyep nluepepun sesoxd uep uswsosse sasoad vurwip
ISIPUOY : LI [BFR(IS UBNJUDIN UBGUID UBYRURSHR[IP CO-YIA Yniun snsnyy (1) wooy ueist eped oyIsu yelol ureyal

LINSN[AUaW Uep [eudfusu ynjun yun jejisioq Suek oxISLI J0WoU ISeyJopoy] uemjepoquiod uesuop (61) wojoy essuly
(6) woyoy ‘(1) wooy ueduap yesidio) ueyisejudwmopip jedep elueliay] iequal eyew yesidio) BIedds ueyruesye[Ip
GueA oyisu nfuep yepun uenjuauad sasoxd eped *(61) wojoy ueSuap ueinfuep uep (g) wooy e3Suly (T) wooy]
eped pqe; ueyeundfuow jedep oy)ISLI uowsasse sosoxd eyew ‘uownyop eiedas yesidioy ueyeuesyep infuepepun
sosoad uep uawsasse sasoad 1sipuoy eped euewp ueyseplusw Sued uejeied jedepial 9o YW vI3UIY TO-Y N 1RULIO) PR

(4-TOMIN uep V-TOYI) ONISII LOLNV T AVANLL NTNANOd NVNASOANTd NVONHA
HVSIJYHL ISVAILILLNAJI SASOUd ONVA OFISTA SISI'TVNV NVA ISVATALLNAAI TAGV.L LVINIOA NVHVSIWTd HOLNOD

XI




15p
c
L
(%) () (x) () {mn) (1A (W) ()] () () () 0]
{a1) (a1) (VAN (al) (al) (#1) (e1) (z1) (L) (nL) (R} (1
oIS : ; .
—— LIVHAL TR it i O Nl oo by [N AL IR BT
SSAUDOU | (i | NVITVANHONHAD | NVOAVINEL |ISdRDIsaa) ™ NVIIVaNaoNd | NYITVANAONEd
OAISTI Rl L ViV UhlE VNVONHY ON
AT VNVONAY
NSII TVAQISTY [ VSISHAL ONISTI
OAIST LOMNV T AVANLL

(4-TOMN) VSV NVA DONVIVE NVVAVONiId NVIOVE LYVIONLL VSV NVA ONVIVE NVVAVONHd ONISII SISITYNV TISVH




AVANVN I

[UNNWLL VLAY fLvdnd
ONISTY
ISEpUaOy2y] wdo (s159) ueimBuag (sjo.quo)) ueijepuaduag / wdepeqyiq Suex uedeye], ON
ueye[eseuLad

(F-TOY ) ISVANTNONTI NVSONNNYAd NVA OAISTH ISVIIILLNAAL VOIE SV NNV TIGV.L

[equay 3ueqnial
yepn susjodaaq
eues dued
uerpelay qede
Jnuaaaxd uexepun
-upyepuL,

uepefoy
JEES [IquIerp
SueA ueyepun
-ueyeputij,

ISUaNasuoy

qeqaiuad

oISty
/ idepeyiq Suex
UBYR[BSBULID

uedeye],

ON

(d-TOYIN) OAISTY LOLNVT AVANLL NVSOWNYAd NVA OMISTY ISVATALLNAAIL VOII SVLIE NLNVE TAdV.L

[«
T
(2b.apyd
T [TUOSI9 ueiedsuy | jeSueidg | wdwWmOoq | W UO0SUI]) oIS
ueguerIoY |Sniels M? ueynmngay |(ueymngay |ueyningoy |ueyningay] qemer uelepuadus |ON
108ae], gungd8ueua g RURIUIY
eAe( Joquing

‘rAUUIR[ URAD[AI (Isew SueA jeurioy ueSuequiaduad ue(
‘A-2OUN ‘V-TOUA ‘90U ‘SO-YIN ‘VO-IN ‘CO-YN ‘TOUN ‘TO-YIA 1eurioy rrep ueunany dmyduij epedoy ueyrensafuaw
ueyrensosip jedep (ssauboud) uefuequianiod siseqraq oyisu ueiepuaduad ueeuesyepd Suniojiluow [Pqe} JRULIO

(O-TOUIN) SNLVLS
(SSAAODO0AI) NVONVINDIAAL SISVEUAI ONISTY NVITVANTONTd NVVNVSIVTAd ONIIOLINOW TAIV.L LVIAIOL

X

g 4




